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ABSTRAK

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui secara rincian bagaimana
Implementasikan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru serta untuk mengetahui faktor Pendukung Implementasi
Kebijakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru.Metode
penelitian menggunakan pendekatan deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif. Data yang
dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kepada orang informan.Analisis
data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa operasional kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Banjarbaru tidak efektif. Namun kendala sarana dan prasarana cukup memadai, dan strategi
implementasinya masih memerlukan pengembangan.

Kata Kunci : implementasi,kebijakan,pelayanan

Abstract

Background and Research Obijectives is to find out in detail how to Implement the One Stop
Integrated Service Policy in the Office of Investment and One Stop Integrated Services of Banjarbaru
City and to know the factors that support the implementation of policies in the Office of Investment
and One-Stop Integrated Services Banjarbaru City. The research method uses a descriptive approach,
with the type of qualitative research. Data collected by means of observation, interviews, and
documentation. To informants. Data analysis uses data reduction, data presentation, drawing
conclusions. The results show that the implementation of policies at the Banjarbaru City One Stop
Integrated Service and Investment Service is quite effective. However, there are inhibiting factors in
the facilities and infrastructure and the policy its implementation still needs improvement.
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